



1.1 Latar belakang 
Aset alam berupa hutan adalah anugerah dan perintah dari Allah 
SWT yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu pengelolaan dan 
pemanfaatan hutan harus dilandasi dengan etika yang tinggi (akhlakul 
karimah) sebagai penghormatan dan syukur kepada Allah SWT. Dari awal 
tahun 1970-an, sektor kehutanan Indonesia sebagai sumber devisa 
nonmigas terbesar, pelopor pembangunan industri, penyedia lapangan kerja 
dan penggerak pembangunan, telah memainkan peran penting dalam 
pembangunan negara. 1.  
Dari segi ekonomi, tanah merupakan sumber daya alam yang 
mempunyai fungsi yang sangat luas dalam memenuhi berbagai kebutuhan 
manusia, tanah merupakan input utama untuk berbagai kegiatan produksi 
komoditas pertanian dan non pertanian. Jumlah lahan yang digunakan untuk 
setiap kegiatan produksi biasanya merupakan turunan dari permintaan dan 
permintaan barang yang diproduksi. Perkembangan lahan yang dibutuhkan 
untuk setiap kegiatan produksi akan tergantung pada perkembangan 
permintaan masing-masing komoditas. Secara umum elastisitas pendapatan 
komoditas pangan tidak sebaik permintaan komoditas non pertanian, 
akibatnya perkembangan ekonomi yang mengarah pada peningkatan 
pendapatan cenderung meningkatkan permintaan. Lahan yang digunakan 
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untuk kegiatan pertanian tumbuh lebih cepat dari pada kebutuhan lahan 
untuk kegiatan pertanian 2 
Hutan Indonesia memainkan peran penting dalam ekonomi, 
masyarakat, budaya dan ekologi. Namun, seiring dengan pertumbuhan 
penduduk dan pertumbuhan nasional, tekanan terhadap sumber daya hutan 
semakin meningkat.3 Menurut statusnya, hutan dibedakan menjadi 
beberapa jenis, salah satunya adalah hutan hak, yaitu hutan yang terletak di 
atas tanah yang sangat dibebani hak atas tanah. Hutan hak yang terletak di 
atas tanah hak milik disebut hutan kemasyarakatan. Kemudian hutan 
dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai dengan fungsinya antara lain hutan 
produksi, hutan lindung dan hutan lindung. Hutan produksi adalah kawasan 
hutan yang mempunyai fungsi pokok yaitu penghasil hasil hutan, kemudian 
hutan lindung adalah kawasan hutan dengan ciri tertentu yang fungsi 
utamanya untuk melindungi keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta 
ekosistemnya, sedangkan fungsi utama hutan lindung. Kawasan hutan 
dengan fungsi utama sistem perlindungan, penunjang kehidupan, yaitu 
pengaturan tata air laut dan pemeliharaan kesuburan tanah.4 
Alih Fungsi Lahan adalah suatu proses perubahan penggunaan lahan 
dari bentuk penggunaan tertentu menjadi penggunaan lain misalnya ke-non 
pertanian. Biasanya dalam pengalih fungsiannya mengarah ke hal yang 
 
2 Syarif Imama Hidyat,2008. “Analisis Konversi Lahan Sawah Di Propinsi Jawa Timur” jurnal: 
fakultas pertanain UPN “veteran” Jawa Timur 
3 Agenda 21 Indonesia, Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Kantor Meneteri 
Negara Lingkungan Hidup, Jakarta, 1996. hlm 1-3 
4  Abdul Khakim Hukum Kehutanan Indonesia (dalam era otonomi Daerah), Citra Aditya Bakti 




bersifat negatif bagi ekosistem lingkungan alam itu sendiri5. Pengertian alih 
guna lahan atau yang biasa disebut dengan konversi lahan mengacu pada 
fungsi sebagian atau seluruh luas lahan dari fungsi semula (sesuai rencana) 
menjadi fungsi lain yang berdampak negatif (masalah) terhadap lingkungan 
dan lingkungan. lingkungan Hidup. Potensi tanah itu sendiri. Alih fungsi 
lahan juga dapat dijelaskan sebagai perubahan penggunaan lain yang 
disebabkan oleh faktor lain, yang secara garis besar meliputi kebutuhan 
untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus bertambah dan 
meningkatnya permintaan akan kualitas hidup yang lebih baik..6 
Ketetapan Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pasal 1 ayat 8 Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Negara 
Kehutanan. :  “Hutan lindung adalah kawasan hutan yang memepunyai 
fungsi pokok  sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk 
mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi 
air laut, dan memelihara kesuburan tanah.”  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1990 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Tentang Perlindungan Sumber Daya Alam, Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dan beberapa Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Hutan dan Kehutanan Beberapa 
 
5 I Made Mahadi Dwipradnyana,2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi Konversi lahan 
Pertanian Serta Dampak Terhadap Kesejahteraan Petani (study kasus di subak jadi, kecamatan 
kediri, tabanan). Skripsi: program pascasarjana universitas udayana Denpasar 
6 Lestari, T. 2009. Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani. Skripsi. Bogor. 




Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan, serta beberapa Keputusan 
tentang Hutan dan Perlindungan Hutan, Direktur Jenderal Perlindungan 
Hutan dan Perlindungan Alam (PHPA) dan Direktur Jenderal Bina Hutan.  
Peraturan daerah Kabupaten Nunukan Nomor 27 Tahun 2003 
tentang Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Nunukan sebenarnya sudah 
menjelaskan bahwa kondisi hutan lindung Kabupaten Nunukan saat ini 
mengalami penurunan yang serius baik dari segi kualitas maupun kuantitas 
sebagai akibat dari penebangan liar, perambahan, perburuan satwa dan 
kebakaran hutan. Pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Nunukan 
bertujuan untuk melindungi kawasan dan fungsi hutan lindung di Kabupaten 
Nunukan, meliputi penataan dan perencanaan, pengaturan kegiatan di dalam 
dan sekitar kawasan, restorasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan, dan 
tumbuhan dan perlindungan tanaman. Dengan melibatkan seluruh 
pemangku kepentingan secara bertanggung jawab, terbuka dan demokratis, 
serta mengintegrasikan keanekaragaman jenis satwa dan ekosistemnya 
secara terpadu, konsisten, terencana dan profesional, sehingga dapat 
memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat.7 
Senada dengan konsep diatas, Sutamihardja menyatakan sasaran 
pembangunan berkelanjutan(sustainable development) mencakup pada 
upaya untuk mewujudkan terjadinya: a. Pemerataan manfaat hasil-hasil 
pembangunan antar generasi (intergenaration equity) yang berarti bahwa 
pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu 
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memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem 
lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang replaceable dan 
menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang 
unreplaceable.8 
Kebijakan nasional terkait penetapan perlindungan hutan lindung 
tidak terlepas dari proses berkembangnya gagasan perlindungan di negara 
maju Negara maju di dunia, terutama negara Eropa, negara maju di Amerika 
dan Singapura sebagian besar telah melindungi perlindungan hutannya 
sendiri. Kembangkan sistem yang ada di negara maju ini. 
Alih fungsi lahan hutan banyak terjadi saat ini baik itu menjadi 
pemukiman maupun perkebunan atau persawahan. Pasal 19 ayat (1), UU 
No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan, perubahan peruntukan 
dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan 
pada hasil penelitian terpadu. Menurut undang-undang diatas, alih fungsi 
kawasan hutan memang diperbolehkan hanya saja ada aturannya. 
Terdapat ketimpangan di wilayah Kapuas, luas izin pertambangan, 
penanaman, dan kehutanan yang diterbitkan seluas 1.861.080 hektar, 
sedangkan luas Kabupaen hanya 1.499.900 hektar sehingga defisit lahan di 
wilayah Kapuas ± 361180 Hektar. . Ketimpangan juga terjadi di Kabupaten 
Gunung Mas, izin usaha pertambangan, penanaman dan kehutanan seluas ± 
1.306.566 hektar sedangkan luas wilayah Kabupaten Gunung Mas hanya 
1.080.500 hektar sehingga luas wilayah Kabupaten Gunung Mas kurang 
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dari 226.066 hektar, demikian juga terjadi di Kabupaten Barrito Utara 
dimana izin usaha pertambangan, penanaman dan kehutanan seluas ± 
1034185,74 ha, sedangkan wilayah Kabupaten Barrito hanya ± 830.000 
hektar, sehingga defisit luas di Kabupaten Barrito Utara seluas 204.185,74 
ha. Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah yang cocok untuk 
pengembangan kelapa sawit. Balai Penelitian Tanah (KPT) Bogor telah 
mengidentifikasi lahan seluas 15.356.700 hektare pada 3.195.000 hektare di 
Kalimantan Tengah yang cocok untuk pengembangan berbagai tanaman. 
Iklim di Kalimantan Tengah adalah Smith dan Fergusin, dan tanah utama 
pembentuk polong cocok untuk penanaman kelapa sawit.9 
Ekspansi perkebunan dan pabrik kelapa sawit memiliki dua dampak 
negatif: langsung dan tidak langsung. Dampak negatif langsung dari 
perkebunan kelapa sawit skala besar, terutama konflik ekologi, ekonomi, 
sosial, budaya, lahan dan pertanian, pencemaran lingkungan, pemanasan 
global, kerentanan pangan, pencemaran air, tanah dan udara.10 
Akibat penguasaan dan persaingan, dampak sosial dari perubahan 
alam dalam perlindungan hutan juga sangat mempengaruhi kondisi dan 
kehidupan sosial masyarakat, yang selanjutnya mengurangi dan secara 
paksa merubah identitas, kebiasaan dan kearifan masyarakat, seperti 
berkurang atau ditutup. hak dan akses mata pencaharian, nilai budaya dan 
 
9 Disbun Kalteng 2009, Sejarah Perkebunan Sawit di Kalimantan Tengah. Retrieved October 22, 2016, from 
http://kalteng.go.id/ogi/ viewarticle.asp?ARTICLE_id=969 diakses pada bulan Mei 2019 
 
10 Di publikasikan pada 25 Januari 2015 melalui artikel 




agama; memobilisasi karyawan dari luar ketika ada perkebunan kelapa 
sawit dan pabrik. 
Mengingat banyaknya permasalahan yang diakibatkan oleh alih 
fungsi pertanahan di dalam negeri, pemerintah telah mengesahkan "UU 
Penataan Ruang" No. 26 tahun 2007 (UU ini merupakan undang-undang 
utama yang mengatur penyelenggaraan penataan ruang), mendorong 
pemerintah untuk menetapkan batas dan regulasi hukum. Rencana Tata 
Ruang Wilayah (RTRW) merupakan pedoman yang wajar bagi pemerintah 
untuk memandu pembangunan tata ruang secara adil, namun hingga saat ini 
masih banyak daerah yang harus bekerja keras mencari solusinya. 
Pulau Sebatik merupakan kawasan dengan potensi sumber daya 
alam yang melimpah, terutama sumber daya alam dari pertanian dan 
pertanaman. Berdasarkan informasi yang dihimpun selama penelitian 
Sebatik, pertanian dan hutan tanaman merupakan sektor utama yang 
memiliki potensi pembangunan yang besar dan dapat menjadi penggerak 
pertumbuhan ekonomi masyarakat Sebatik. Misalnya perkebunan kelapa 
sawit, coklat (coklat), kelapa dan pisang yang tersebar di hampir seluruh 
pelosok Pulau Sebadik, memberikan hasil yang penting bagi pembangunan 
ekonomi masyarakat. 
Dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia terdapat 
pegawai pemerintah dan swasta serta perusahaan besar. Dalam manajemen 
dan manajemen, setiap perusahaan memiliki seni dan metodenya sendiri, 




manajemen di bawah platform organisasi yang berbeda. Perkebunan kelapa 
sawit merupakan salah satu produk andalan Indonesia untuk meningkatkan 
perekonomian negara, karena keuntungan rata-rata cenderung meningkat 
dalam enam tahun terakhir.11 
Sebagian besar lahan di Pulau Sebatik dikuasai oleh warga yang 
merupakan pengusaha perkebunan yang memiliki pendapatan lebih tinggi 
dibandingkan pengepul, pekerja dan penyedia angkutan. Beberapa dari 
mereka telah membentuk kelompok tani untuk mengelola dan 
mendistribusikan hasil pertanian dan penanaman. Keuntungan yang 
diperoleh (pengusaha atau kelompok tani) dapat digunakan untuk 
mendorong pengembangan usaha lain (seperti industri pengolahan keripik 
pisang) dan budidaya peternakan dan perikanan.12 
1.2 Rumusan masalah 
Pertanyaan tersebut sangat penting dalam penelitian, karena dengan 
pertanyaan yang diajukan peneliti telah menentukan pertanyaan yang akan 
diteliti, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat diperjelas. Berdasarkan hal 
tersebut maka masalah yang akan dikaji dan dibahas dalam penelitian ini 
dapat dijabarkan sebagai berikut: 
1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam 
menanggulangi permasalahan alih fungsi lahan Hutan Lindung di Kecamatan 
Sebatik.  
 
11 Kurniawan Saifullah, Studi Kelayakan Bisnis, (Jakarta : Kencana,2006), Cet Ke-2, h.24 




1.3 Tujuan penelitian 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:  
1.  Untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nunukan 
dalam menanggulangi penyusutan jumlah Lahan Hutan Lindung di 
Kecamatan Sebatik. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Dalam penelitian ini peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat 
bermanfaat atau bermanfaat secara teori dan praktek, guna memberikan 
informasi tentang pentingnya menjaga fungsi lahan pertanian. 
1. Manfaat Teoritis dan Akademis  
a. Dengan hasil penelitian ini diharapkan kedepannya dapat memperkaya 
pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu alih guna 
lahan hutan lindung. 
b. Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dalam 
konteks Alih Fungi Lahan Hutan Lindung sebagai instrumen 
mempertahankan lahan Hutan Lindung Daerah 
2. Manfaat Praktis  
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Dinas 




mempertahankan lahan sesuai fungsi lahan Hutan Lindung sesuai Undang-
undang Pokok Agraria (UUPA) 
b. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 
sebagai referensi mengenai kondisi nyata dari kebijakan-kebijakan 
pemerintahan dalam menanggulangi pengalihan fungsi lahan Hutan 
Lindung di Kecamatan Sebatik. 
1.5 Definisi konseptual dan definisi operasional 
1. Definisi Konseptual 
Definisi konseptual merupakan bagian atau komponen penting 
dari penelitian, dan merupakan definisi yang digunakan oleh peneliti untuk 
mendeskripsikan fenomena sosial atau alam secara abstrak.13 
Definisi konseptual ini dimaksudkan untuk memberikan konfirmasi 
atas makna kalimat yang dimaksud. Oleh karena itu, setelah mengonfirmasi 
makna, akan lebih mudah memahami makna kalimat yang tercantum dalam 
penelitian.14 
Peran konsep dasar dalam memberikan wawasan yang bermakna 
akan membuang konsep terkait dan dengan demikian memperjelas masalah 
yang akan dibahas. Pengertian konsep atau pengertian konsep dasar adalah 
sudut pandang, yang merupakan landasan berfikir guna mewujudkan jalan 
yang akan dibahas untuk memecahkan masalah yang diteliti.            
a. Kebijakan Pemerintah Daerah  
 
13 Singarimbun, Masri. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES. 1982 




Peraturan daerah Kabupaten Nunukan Nomor 27 Tahun 
2003 tentang Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Nunukan 
sebenarnya sudah menjelaskan bahwa kondisi hutan lindung 
Kabupaten Nunukan saat ini mengalami penurunan yang serius baik 
dari segi kualitas maupun kuantitas sebagai akibat dari penebangan 
liar, perambahan, perburuan satwa dan kebakaran hutan. 
Pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Nunukan bertujuan untuk 
melindungi kawasan dan fungsi hutan lindung di Kabupaten 
Nunukan, meliputi penataan dan perencanaan, pengaturan kegiatan 
di dalam dan sekitar kawasan, restorasi dan reklamasi hutan, 
perlindungan hutan, dan tumbuhan dan perlindungan tanaman. 
Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara 
bertanggung jawab, terbuka dan demokratis, serta mengintegrasikan 
keanekaragaman jenis satwa dan ekosistemnya secara terpadu, 
konsisten, terencana dan profesional, sehingga dapat memberikan 
manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat.15 
b. Alih Fungsi Lahan 
. Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi 
lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan 
dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi 
lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan 
potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan 
 
15 Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 27 Tahun 2003 tentang pengelolaan 




sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-
faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi 
Kebutuhan penduduk yang terus bertambah dan kebutuhan untuk 
meningkatkan kualitas hidup terus bertambah 16 
c. Hutan Lindung  
Menurut definisi hutan lindung dalam Undang-Undang 
Nomor 13, Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan “Kawasan 
hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem 
penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, 
mengendalikan erosi tanah, mencegah intrusi air laut, dan menjaga 
kesuburan tanah”17. Sedangkan pengertian perlindungan hutan 
tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1. 
837 / Kpts / Um / 11/1980 tentang standar dan tata cara penetapan 
hutan lindung didasarkan pada definisi hutan lindung dalam UU No 
31. Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan “Kawasan yang karena 
keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan 
sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap guna 
kepentingan hidrologi, yaitu tata air, mencegah banjir dan erosi serta 
memelihara keawetan dan kesuburan tanah, baik dalam kawasan 
hutan yang bersangkutan maupun kawasan yang dipengaruhi 
sekitarnya”. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang ditetapkan 
 
16 Lestari, T. 2009. Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani. Skripsi. Bogor. 
Institut Pertanian Bogor. 
 




oleh pemerintah dan kelompok masyarakat tertentu untuk menjaga 
fungsi ekologisnya, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan air 
dan kesuburan tanah, agar dapat terus berkembang dan 
memungkinkan banyak masyarakat untuk menikmati manfaatnya. Di 
sekitar hutan, dan mendapat manfaat luas.18 
Hutan lindung biasanya diartikan sebagai kawasan lindung, 
meskipun pengertian keduanya berbeda. Hutan lindung dapat 
dimasukkan dalam kawasan lindung, namun kawasan lindung belum 
tentu hutan lindung, karena kawasan lindung tersebut dapat 
mencakup kawasan hutan lindung, hutan produksi, dan hutan wisata. 
Nama kawasan lindung termasuk dalam Resolusi No. 26 tentang 
Penataan Ruang Tahun 2007. Fungsi utama kawasan ini adalah untuk 
melindungi lingkungan termasuk sumber daya alam dan buatan, 
memiliki sejarah nasional yang bertujuan untuk pembangunan 
berkelanjutan. Dan nilai budaya. Cagar alam meliputi kawasan yang 
memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya, seperti 
kawasan cagar hutan dan gambut, kawasan cagar alam, cagar alam, 
cagar alam, kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan 
banjir, serta kawasan perlindungan geologi. Airtanah, kawasan rawan 
bencana alam geologi dan kawasan lindung lainnya memberikan 
 
18 Lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980 mengenai Kriteria dan 




perlindungan. Oleh karena itu, cagar tersebut mencakup banyak 
wilayah termasuk hutan lindung.19 
2. Definisi operasional 
Singarimbun, mengemukakan Definisi operasional adalah elemen 
penelitian yang memberikan cara mengukur variabel. Untuk mengukur 
variabel, pertama-tama batasi dan tentukan variabel yang akan dipelajari. 20 
Adapun definisi oprasional dalam penelitian ini adalah :  
A. Peran pemerintah daerah terkait dengan penanggulangan alih fungsi      
lahan Hutan lindung:  
a). Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Alih Fungsi Hutan Lindung 
Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit 
1. Analisis kebijakan pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan 
hutan lindung menjadi perkebunan kelapa sawit 
2. Komunikasi kebijakan pemerintah daerah 
3. Disposisi 
4. Struktur birokrasi 
1.6 Metode penelitian 
1.6.1 Jenis Penelitian  
 
19 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 




Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 
kualitatif, sehingga saya berharap dapat mengkaji tujuan tersebut secara 
mendalam yaitu peran pemerintah daerah dalam mengatur fungsi 
perlindungan hutan di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan. Metode 
deskriptif dapat digunakan sebagai acuan untuk memecahkan masalah 
yang berkaitan dengan fakta-fakta yang ada, diharapkan dengan metode 
deskriptif ini nantinya dapat mendeskripsikan fakta dan objek tertentu 
secara sistematis, faktual dan akurat, serta mendeskripsikan fakta-fakta 
yang terjadi..21  
1.6.2 Sumber Data  
Dalam penelitian ini peneliti akan menggali dua sumber data 
berdasarkan informasi Surachmad, yaitu sumber primer dan sekunder 
“sumber primer adalah sumber asli, baik berbentuk dokumen 
maupun berbagai peninggalan lain, sedangkan sumber sekunder 
terjadi sebagai hasil  pengguaan sumbersumber lain, tidak 
langsung dan merupakan dokumen historis yang  murni, ditinjau 
dari kebutuhan penyelidik”.22  
Oleh karena itu, mengenai jenis sumber data yang diteliti ini:  
a. Data Primer  
Data utama adalah data yang diperoleh dari sumber-
sumber yang diyakini mengetahui masalah tersebut. Data 
asli digunakan sebagai informasi pendukung penelitian 
untuk memperkuat data informasi penulis pada saat 
 
21 Kriyantono, Rachmat.2008. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta : Kencana Prenada Media 
Group. 





penyusunan laporan penelitian. Sasaran dari data primer ini 
adalah informan atau sumber informasi yang terkait 
langsung dengan masalah, misalnya mencari informasi 
melalui tokoh masyarakat dan masyarakat setempat serta 
petani yang terkait langsung dengan kepemilikan lahan yang 
dikonversi. 
b. Data Sekunder  
Data pembantu adalah data pendukung, atau pelengkap 
dari data utama yang dikumpulkan dari data yang sesuai. Data 
pembantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen, 
laporan dan arsip dari instansi atau instansi terkait (seperti Dinas 
Kehutanan Nunukan dan instansi pemerintah daerah). 
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data  
Diperlukan metode atau teknik pengumpulan data yang efektif dan 
efisien agar data yang diperoleh benar, akurat dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah: 
a. Observasi   
Dalam observasi ini diharapkan peneliti dapat memperoleh 
informasi tentang apa yang terjadi di dunia nyata. Dengan kata lain, 
mengumpulkan data dengan cara mengamati secara langsung objek 
yang akan dipelajari. Dalam hal ini, peneliti mengamati langkah-




melindungi dan memelihara ekosistem hutan lindung, termasuk 
dalam bentuk konsultasi dan pemberian insentif. 
b. Wawancara  
Wawancara dapat dilakukan secara face to face interview ( 
wawancara berhadap-hadapan) dengan seorang partisipan. Sehingga 
wawancara ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan, baik 
secara terstruktur, semiterstruktur dan tak berstruktur.23 
Bisa juga disebut wawancara dalam bentuk komunikasi verbal, 
sehingga dilakukan semacam dialog untuk mengisi waktu 
penelitian, dengan tujuan menyaring informasi dari pihak-pihak 
yang terlibat, seperti: Diharapkan melalui model wawancara 
mendalam, kami akan melakukan wawancara tentang peraturan 
perundang-undangan terkait kehutanan, dan mewawancarai instansi 
pemerintah terkait dengan peraturan dan pembangunan daerah dan 
masyarakat, sehingga dapat memperoleh informasi yang mendalam. 
c. Dokumentasi 
Metode pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan 
data berupa dokumen atau arsip yang ada, dan mempelajari berbagai 
informasi literatur, misalnya: mengumpulkan data dari survei 
kawasan kawasan hutan lindung setempat. Dokumentasi ini sebagai 
pelengkap dari teknik observasi dan wawancara, hal ini bertujuan 
agar data yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan akurat. Pada 
 
23 Sugiyono,”Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D ( 




kesempatan ini, peneliti akan menggunakan teknik dokumentasi ini 
dengan cara mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan alih 
fungsi lahan hutan lindung serta mengambil foto yang berkaitan 
dengan tujuan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memberikan 
informasi yang lebih akurat kepada penonton yang melihatnya. 
1.6.4 Subjek Penelitian  
Dalam menentukan subjek penelitian ini maka harus 
menggunakan teknik sampling. Berdasarkan referensi yang dibaca, 
teknik sampling pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu 
Probability Sampling dan Nonprobability Sampling24. Dikarenakan 
dalam penelitian ini mengguakan metode kualitatif, maka dalam 
menentukan subjek penelitian menggunakan Nonprobability Sampling 
dengan jenis Sampling Pusposive. 
Sampling Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan 
pertimbangan tertentu, Sampling Purposive diambil sesuai ciri-ciri 
khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. 25 
a. Kepala Kecamatan ( Karena pemerintah kecamatan memiliki 
tanggung jawab atas kebijakan-kebijakan yang mengatur tata 
kelola kecamatan dan kepala kecamatan menjadi salah satu 
aktor dalam proses lahirnya kebijakan maka kepala 
kecamatan menjadi bagian dari subjek penelitian 
 
24 Sugiyono,”Metode Penelitian Administrasi”,(Bandung : Alfabeta, 2003) hal 96 




b. Dinas Kehutanan ( Karena dalam berjalannya Kebijakan 
Pemerintah daerah harus berdasarkan putusan dari Dinas 
Kehutanan, sehingga peneliti memilih Dinas Kehutanan 
untuk menjadi subjek peneelitian, agar dapat memudahkan 
peneliti dalam mencari sumber informasi ) 
c. 2 orang Petani perkebunan kelapa sawit di kecamatan 
Sebatik ( Petani sebagai dampak lahirnya kebijakan, maka 
dari itu petani menjadi sumber informasi untuk merasakan 
dampak adanya alih funsi lahan hutan lindung di kecamatan 
Sebatik. 2 orang petani yang menjadi subjek penelitian 
menjadi alasan tersendiri dari peneliti, alasan tersebut agar 
memudahkan peneliti dalam mereview informasi. Namun 2 
orang petani ini harapannya memang benar-benar 
memberikan data yang sebenarnya berdasarkan fakta yang 
terjadi di lapangan ). 
1.6.5 Lokasi Penelitian  
Tujuan dari situs penelitian adalah agar peneliti dapat mengungkap 
fakta-fakta guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan peneliti. 
Lokasi penelitian yang dipilih adalah di Kecamatan Sebatik, Kabupaten 
Nunukan.  
 




Teknologi analisis data merupakan bagian yang sangat penting 
dalam metode ilmiah, karena dapat memberikan makna analisis data 
yang sangat berguna untuk menyelesaikan masalah penelitian. Menurut 
Patton, analisis data adalah menyusun urutan data, menyusunnya 
menjadi pola, dan pada dasarnya mendeskripsikan proses kategori 
keadaan. Yang dimaksud dengan menganalisis data adalah pengolahan 
data, penyederhanaan, pembahasan dan pengelolaan data atau temuan, 
menjadikannya kata-kata yang rapi dan teratur agar mudah dipahami.  
Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis 
kualitatif, yaitu teknik analisis data yang digunakan untuk 
menginterpretasikan data dan menginterpretasikan data yang diperoleh 
dari wawancara, serta melengkapi data dokumen yang diperoleh. 
Kemudian diperoleh data yang diperoleh dalam bentuk laporan untuk 
menggambarkan peran pemerintah daerah dalam membatasi konversi 
lahan. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data kualitatif dilakukan 
secara interaktif dan berkesinambungan pada setiap tahapan penelitian, 
sehingga tuntas. 
a. Reduksi Data  
Yaitu tahap pemilihan data atau anotasi lapangan agar data 
yang diperoleh sesuai dengan subjek yang akan ditinjau dalam 
penelitian. Data yang ingin peneliti kurangi terkait dengan konversi 
lahan hutan lindung menjadi perkebunan kelapa sawit, data-data itu 




implemenrtasi kebijakan pemerintah daerah terhadap alih fungsi 
lahan hutan lindung di kecamatan sebatik itu sendiri dan dilanjutkan 
dengan evaluasi kebijakan pemerintah daerah terhadap alih fungsi 
lahan hutan lindung di kecamatan sebatik. Tentunya data yang 
direduksi tersebut akan memberikan gambaran yang spesifik di 
kemudian hari, dan memudahkan peneliti dalam proses 
pengumpulan data selanjutnya dan mencari data lain saat dibutuhkan 
nantinya. 
b. Penyajian Data  
Yaitu merupakan proses penyajian, kompilasi data setelah 
direduksi ke  dalam bentuk-bentuk symbol yang bisa 
menggambarkan keseluruhan data- data utama hasil penelitian. 
Kegiatan ini merupakan penyederhanaan data  yang kompleks 
ke dalam narasi-narasi pendek sesuai kriteria dan klarifikasi 
 data berdasarkan rumsan masalah sehingga dengan mudah bisa 
dipahami. Pada penelitian ini, peneliti menyajikan data berdasarkan 
analisis terhadap  implementasi dan evaluasi kebijakan 
pemerintah daerah terhadap alih  fungsi lahan hutan lindung di 
kecamatan Sebatik. Oleh karena itu, pada  proses penyajian data 
perlu di dukung dengan analisis yang baik, karena  dalam hal ini 
sangat berkaitan sampai di proses kesimpulan.  
 




Setelah mengolah atau menyajikan data, mengadopsi 
beberapa metode alternatif terbaik atau menggunakannya 
sebagai bahan untuk menyampaikan informasi dan mengambil 
keputusan. 
1.6.7 Teknik Keabsahan Data  
Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data perlu diperiksa 
untuk memastikan validitas dan reliabilitasnya serta kepercayaan 
terhadap data yang dikumpulkan. Teknik yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik dengan menggunakan teknik triangulasi.  
Seperti diungkapkan Wiliam Wiersma yang dikutip 
Sugiyono, perbedaan warna merupakan cross validation kualitatif. 
Ini mengevaluasi kecukupan data berdasarkan konvergensi beberapa 
prosedur pengumpulan data. Triangulasi dalam pengujian 
kredibilitas diartikan sebagai pemeriksaan data dari berbagai sumber 
dengan berbagai cara dan waktu. Oleh karena itu maksud dan tujuan 
dari teknik ini adalah membandingkan data yang diperoleh dari 
berbagai sumber. 
